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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminat
Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum
dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “Peluang dan
Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Petlindungan
Sumber Daya Laut”dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselangga.ra atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jumnal Media Hukum.
Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektf
Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laiit menjadi sumbangan pemikiran, media tukar
menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek
hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai
perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal
media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam
pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan
kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di
Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pih:;.k yang telah membantu, kami
ucapkan terima kasth.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015
Dekan
Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
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MARINE PROTECTION AREA SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN
WILAYAH LAUT INDONESIA

Noer Indriati®

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: sunoboputri40@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh selat dan lautan memiliki garis pantai
terpanjang di dunia.Kondisi fisik ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki nilai ekonomis
yang sangat tinggi.Pemanfaatan sumber perikanan masih banyak kerancuan dan kiranya masih
banyak yang dapat diusahakan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan negara.

Tujuan penelitian adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya fungsi laut dan upaya yang
hatus dilakukan untuk melestarikan lingkungan laut (Marine Protection Area). Spesifikasi penelitian
adalah penelitian deskriptif yaitu déngan model menguraikan hasil penelitian. Pendekatan
dilakukan secata yuridis sosiologis, dan dianalisa secara yuridis kualitatif.

Kerusakan-kerusakan lingkungan laut juga dapat terjadi karena kerusakan-kerusakan hutan bakau
di sepanjang pantai yang dapat merusak daerah pemijahan (spawning) perikanan, serta kawasan
pantai atau pesisir yang tidak sustainable. Guna melestarikan wilayah laut tetitorial harus ditetapkan
Marine Protection Areasehingga jelas batas yang harus dilindungi. Upaya yang dapat dilakukan
adalah: 1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya fungst laut, dan
dampak buruk yang akan tetjadi bila laut tidak dijaga dengan baik; 2. Mengajak masyarakat untuk
ikut berpartisipasi aktif dalam memelihara lingkungan laut, karena tanggung jawab bukan hanya
pemerintah tetapi juga masyarakat; 3. Membudidayakan terumbu karang dan rumput laut, tidak
menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, tidak membuang sampah rumah
tangga/limbah secara langsung ke laut, menjadikan wilayah laut sebagai tempat wisata; 4.
Melarang penggunaan bahan peledak mematikan dalam menangkap ikan karena akan mematikan
tkan sampai yang terkecil (termasuk telur-telur ikan) bahkan dapat merusak terumbu karang. Hal
ini dipetlukan untuk menjaga agar biota atau ekosistem laut Indonesia dapat terjaga.

Kata Kunci  : Kawasan lindung, Kelestarian Laut,Laut wilayah

2Dgosen  Tetap Fakultas Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman, Purwokerto. E-mail:
sunoboputri40@gmail.com

~ 266 ~



. e e e e e T —— e ————— e e e e —— 4t e . i WA et |

T — il i

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

ABSTRACT _

Indonesia as an island nation surrounded by the sea and has the longest coastline in the world. This led o the
Physical condition of Indonesia has a very bigh economic value. The utilization of fishery resources is still a lot of
confusion and it's still a lot that can be organised to increase people's income and the State.

The aims of the research was demonstrated to the communtty of the importance of the function of the sea and the
efforts that must be made to preserve the marine environment (Marine Protection Area). The research is descriptive
research specification ie. with model describe research results. The approach carried ont juridical sociological,
Juridical basis and analysed qualitatively.

The marine environment damages can also occur becanse of damages to the mangrove swamps along the coast that
can rutn Spawning areas (spawning) fisheries, as well as the beach or coastal is not sustainable. In order to preserve
the territorial sea area should be established Marine Protection Areas so that clear limits must be protected. The
efforts that can be made are: 1. Disseminating o the public about the benefits and importance of the function of the
sea, and the impact of bad will happen when sea is not maintained properly; 2. Invites the public to participate
aclively in preserving the marine environment, as the liability is not only the Government but also of the
community;3. Cultivating coral reefs and seaweed, do not catch Jish using a trawl of Tiger, not dump household
waste directly into the sea, making the sea areas as tourist altractions;¥. Prohibit the use of lethal explosives in
catching fish as it will turn off until the smallest ﬁnb (iﬂd-:fdir:g fish eggs) can even damage the reefs. This is needed

to keep Indonesia's biota or ecosystens may be preserved.

Keywords : Marine Protection Area, Eternal of sea, Territorial sea

L Pendahuluan

Wilayah suatu negara selain dikenal dalam bentuk wilayah udara dan daratan juga dikenal
dalam bentuk lautan. Wilayah kelautan tersebut adalah wilayah yang tidak semua negara bisa
memilikinya, melainkan hanya dimiliki oleh negara-negara yang wilayah daratannya berbatasan
dengan laut.(Mirza Satria Buana, 2007: 103). Indonesia termasuk negara yang sangat beruntung,
karena selain memiliki banyak pulau-pulau, juga memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah
di dalam wilayah laut dan dasar lautnya (wilayah landas kontinen/ continental shelf).Sumber kekayaan
alam terbagi atas sumber kekayaan alam yang dapat diperbaharui, seperti: hutan, perikanan dan
lain sebagainya, dan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti: minyak, batubara, gas
alam dan lain-lain. (Koesnadi Hardja Soemantri, 1999: 50)

Mengingat berbagai kepentingan, seperti: keamanan, ekonomi, politik dan lingkungan,
maka tatanan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea/Konvensi Hukum Laut 1982
perlu segera diwujudkan pelaksanaannya ke dalam wilayah kelautan yang berada di bawah

~ 267 ~
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yurisdiksi Indonesia yang berjiwa Wawasan Nusantara, dengan konsep negara kepulauan. Negara
kepulauan memiliki arti bahwa Negara Kepulauan tersebut yang dimaksud terletak di antara dua
benua dan dua samudera, yaitu Samudera India dan Samudera Pasifik, sedangkan dua benua yaitu
benua Asia dan benua Australia. (Joenil Kahar, 2003: 2)

Bangsa Indonesia harus dapat memandang laut sebagai pemersatu antarapulau, bukan justru
menjadi pemisah dalam konteks pemahaman Wawasan Nusantara. Misalnya Selat Sunda harus
dipandang sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Prinsip Wawasan
Nusantara memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, tanpa dipisahkan oleh
apa pun.

Marine protection area merupakan kawasan lindung dari laut maupun lautan. Kawasan ini
membatasi aktivitas manusia untuk tujuan konservasi, biasanya untuk melindungi alam dan
budaya. Sumber daya laut yang dilindungi oleh otoritas lokal, teritorial, nasional, maupun regional
yang berbeda secara substansial diantara negara-negara. Variasi ini termasuk keterbatasan yang
berbeda dalam pengembangan, praktik penangkapan ikan, musim penangkapan ikan dan larangan
kegiatan yang mengganggu kehidupan laut.Perlunya dilakukan penelitian ini untuk menjaga agat
kehidupan laut dapat terjaga, sebab bila tidak dilakukan maka masyarakat tidak sadar bahwa
kegiatan yang dilakukan secara sembarangan sangat mengganggu kehidupan ikan dan biota lain.

II.  Metode Penelitian

Tujuan penelitian adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya fungsi laut dan upaya
yang harus dilakukan untuk melestarikan lingkungan laut (Marine Protection Ared). Spesifikasi
penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu dengan model menguraikan hasil penelitian.
Pendekatan dilakukan secara yuridis sosiologis karena permasalahan yang ada bukan hanya dikaji
secara yuridis akan tetapi juga secara sosiologis berdasarkan pemanfaatannya oleh masyarakat.
Sumber data yang dipergunakan berupa data primer dan data sekunder. Penelitian dianalisa secara
yuridis kualitatif, yaitu: dianalisa tidak dengan menggunakan tabel-tabel.

III.  Hasil Penclitian dan Analisis

United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut Persetikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1982 merupakan perjanjian internasional tentang laut yang sangat
kompleks. Konvensi mengatur hampir semua aktivitas dan persoalan tentang laut atau kelautan,
termasuk antara lain: penetapan rejim negara kepulauan, lebar laut teritorial, pengaturan Zone
Ekonomi Eksklusif/ZEE selebar 200 mil, landas kontinen, penambangan dasar laut, pengaturan
navigasi melalui selat, perlindungan lingkungan laut dan pencemaran laut, pengelolaan perikanan
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bahkan sampai dengan penyelesaian scngkqta di laut.Indonesia telah meratifikasi konv_gns;i hukum
laut 1982 dengan Undang-undang No. 17 tahun 1985, dengan demikian Konvensi tersebut
berlaku bagi Indonesia.

Konvensi mengatur persoalan dengan sangat jelas, akan tetapi di dalam penerapannya
masih muncul permasalahan. Permasalahan tersebut sebenatnya merupakan isu kontroversial
sejak negosiasi atau perundingan pembentukannya. Oleh karena itu konvensi Hukum Laut 1982
mengandung isi akomodasi kepentingan negara-negara dengan konsep package deal, dimana negara
pantai dan negara pengguna akan membeti dan menerima untuk mendapatkan hasil yang
seimbang. (Etty R. Agoes, 2013: 409-410) Konvensi tersebut sebagian dapat dipandang sebagai
kodifikasi ketentuan-ketentuan dati hukum laut yang sudah ada, misal: tentang kebebasan-
kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial, dan sebagian merupakan
pengembangan hukum laut.

Banyak argumen yang mengatakan bahwa hanya negata kepulauan'” (Pasal 46 (a)
Konvensi Hukum laut 1982) merupakan negara yang memperoleh keuntungan. Ncgam kepulavuan
mempunyai kedaulatan di perairan kepulauan yang dikelilingi oleh garis pangkél kepulauan dan
laut teritorial sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan tersebut di sekeliling
kepulauan. Selain itu di dalam perairan kepulauan, negara kepulauan dapat menetapkan perairan
pedalaman. Negara kepulauan yang dimaksud mempunyai hak berdaulat terhadap sumber daya
alam di ZEE dan landas kontinen.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh selat dan lautan memiliki garis
pantai terpanjang di dunia. (Hasyim Djalal, 2003: 6) Kondisi fisik ini menyebabkan wilayah
Indonesia memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan potensi sumber daya di
laut cukup melimpah, seperti: mineral, bahan makanan, objek wisata yang indah dan sumber daya
laut. Kresno Buntoro mengatakan bahwa posisi geografis Indonesia adalah sangat
menguntungkan dan strategis, akan tetapi posisi tersebut dapat dikatakan tidak menguntungkan
jika Indonesia tidak bisa mengontrol, mengatur dan memanfaatkannya.

Pemanfaatan potensi laut memerlukan berbagai penelitian ilmiah kelautan, usaha-usaha
prospecting dan cksplorasi tentang jenis, jumlah, wmmerdabilitas dan eksploitabilitas dari suatu
kekayaan alam di laut. Beberapa pemanfaatan kekayaan laut terlihat masih belum maksimal,
walaupun sebagian sudah kelihatan cukup intensif. Pemanfaatan hand minerals dari dasar laut
belum banyak terlihat, walaupun di beberapa tempat di sepanjang pantai sudah terdapat kegiatan-
kegiatan penambangan timah dan pasir. Pemanfaatan energi dari laut termasuk geothermal, ruang

laut serta mineral-mineral lainnya masih belum intensif.

'BUntuk menjadi negara kepulauan suatu negara harus terdid dard satu ataupun keseluruhan kepulauan dad
dapat meliputi keseluruhan pulau-pulau.
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Kerusakan lingkungan laut serta pengelolaan pantai dan pesisir masih banyak yang harus
diketjakan. Sumber-sumber perikanan di beberapa tempat menggunakan cara-cara penangkapan
ikan yang tidak wajar, seperti: menggunakan sianida, bahan peledak, pemakaian listak, dan
banyaknya illegal, unregulated and unreported fishing. Banyak lingkungan laut yang juga tercemar karena
pollution, baik yang berasal dari limbah industrialisasi dan perkotaan dan darat, ataupun yang
disebabkan oleh pollution yang berasal dari kapal, khususnya di selat-selat yang banyak dipakai
untuk pelayaran internasional, seperti: Selat Malaka dan Selat Singapura. Instalasi-instalasi
penambangan migas di laut serta pipa-pipa migas di dasar laut juga berpotensi menimbulkan
pencemaran laut, walaupun teknologi pencegahannya pada dewasa ini sudah maju.

Kerusakan-kerusakan lingkungan laut juga dapat terjadi karena kerusakan-kerusakan
hutan bakau di sepanjang pantai yang dapat merusak daerah pemijahan (spawning) perikanan, serta
pengaturan kehutanan dan kawasan pantai atau pesisic yang tidak swstainable. Indonesia telah
menerima dan meratifikasi konvensi Hukum Laut 1982, dimana konvensi tersebut mewajibkan
semua negara untuk melindungi lingkungan lautnya (Pasal 192) dan beketjsama dengan negara-
negara tetangganya untuk melindungi lingkungan laut (Pasal 197).

Arti keberadaan Asia Tenggara dan alur laut kepulauan Indonesia memang penting.
Perundingan-perundingan menyangkut pengelolaan potensi wilayah kelautan yang sering
dilakukan oleh negara-negara Assocation of Sonth East Asian Nations (ASEAN)yang menyanglkut
pengaturan perkembangan dunia tidak memberikan solusi bagi negara Indonesia.Faktor penyebab
ketertinggalan informasi dan teknologi pulau-pulau di Indonesia adalah kurangnya perhatian dari
pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pendukung untuk sarana telekomunikasi, serta
kurangnya antusiasme masyarakat senditi untuk mengembangkan potensi pengetahuan teknologi,
serta faktor penting yaitu himpitan ekonomi.

Di bidang perikanan terdapat konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur hal-
hal di bidang yang bersangkutann secara spesifik. Peraturan perundang-undangan yang
menyangkut kelautan di Indonesia seyogyanya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam
konvensi yang diratifikasi oleh Indonesa. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa
Indonesia pada wmumnya sangat lamban dalam hal meratifikasi sesuatu konvensi internasional,
dan ‘apabila telah mertifikasi, maka seringkali lamban pula untuk menindaklanjuti dalam peraturan
perundang-undangan nasional.

Pada kenyataannya sering terjadi ketidaktersediaan akses di bidang komunikasi di antara
pulau-pulau yang berbatasan wilayah kelautan secara langsung. Di kawasan ASEAN, Indonesia
merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak dan wilayah lautan terluas. Indonesia menjadi
pusat dati ketjasama maritim ASEAN yang termasuk dalam ASEAN Political Security Community
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(APSC) Blueprint.Fakta menunjukkan bahwa superior wilayah laut Indonesia tidak sebanding
dengan power dan kapabilitas Indonesia dalam menjaga lautnya.

Kapal-kapal asing masih sering beroperasi di wilayah Indonesia tanpa ijin. Contoh: banyak
terjadi illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Hal ini disebabkan salah satunya diakibatkan
oleh minimnya regulasi dan kontrol tethadap kapal asing.Selain itu, perairan di beberapa wilayah
perairan Indonesia menjadi lahan ilegal fishing, dimana merupakan salah satu kegiatan yang harus
disingkirkan dari wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan rentannya wilayah perbatasan
Indonesia terhadap ancaman keamanan di laut. Pelaku illegal fishing ternyata berasal dari anggota
ASEAN schingga hal ini bertentangan dengan semangat Kerjasama Maritim ASEAN dan esensi
visi ASEAN Political Security Community 2015 yang digagas pada tahun 2009.

Menghadapi arus kapal asing yang memanen/mengambil ikan sebagai sumber daya laut
secara illegal, Indonesia telah meningkatkan upaya untuk menyelesaikan masalah di tingkat daerah
dan nasional, diantaranya ialah dengan memperkuat kerjasama lintas sektoral, meningkatkan
partisipasi masyarakat dan kapabilitas pertahanan dan keamanan di laut. Upaya pemerintah akan
sta-sia jika tidak didukung dengan upaya di tingkat regional, oleh karena itu, upaya pemerintah
harus melakukan upaya dengan menetapkan marine protection area.

Kasus-kasus seperti illggal fishing apabila diajukan ke ASEAN Maritim Forum, maka
ASEAN hanya akan memberikan rekomendasi dan solusi untuk masalah ini.Pemerintah harus
membuat peraturan perundangan nasional yang diharmonisasikan dengan pengaturan di ASEAN
bahkan mengingat wilayah perairan Indonesia yang luas upaya penegakan hukum pun dilakukan
dengan tegas. .

Hal penting yang harus mendapat perhatian lebih adalah wilayah pesisir, karena wilayah
ini merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dengan laut yang dipengaruhi oleh
perubahan darat dan laut. Adapun sumber daya wilayah pesisir adalah sumber daya hayati, sumber
daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan,
terumbu karang, mangrove dan biota laut lainnya; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut,
mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan
dan perikanan; dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam. Permukaan dasar laut tempat

instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang
terdapat di wilayah pesisir. (UU. No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84)

Pada wilayah pesisir, perairan pedalaman dan laut teritorial dengan sendirinya perikanan
yang ada tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara pantai. Hal tersebut mengikuti kedaulatan negara
atas perairannya, dimana tidak berarti bahwa kapal ikan asing tidak dapat menangkap ikan di
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wilayah-wilayah tersebut, namun tergantung kepada kebijakan negara pantai yang bersangkutan

*>_ apakah hal ini dijamin atau tidak. (Heru Prijanto, 2007: 46)

Peslindungan dan pengelolaan lingkungan laut Indonesia saat ini menjadi penting karena

beberapa alasan, yaitu:

a.  Lingkungan laut Indonesia sangat berpotensi tercemar;

b.  Adanya hak pelayaran internasional melalui perairan Indonesia;

c.  Pengaturan hukum antar rezim kelautan terhadap pencemaran yang belum jelas; dan

d.  Penegakan hukum yang berkaitan dengan koordinasi antar instansi dalatn menangani kasus
pencemaran lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut merupakan upaya perlindungan dan
pengelolaan atas sumber kekayaan alam, dimana sumber kekayaan alam tersebut terdapat pada
wilayah' laut Indonesia. Jadi arti pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut
Indonesia mencakup kondisi lingkungan laut Indonesia, dan pengaturan terhadap lingkungan laut,
termasuk adanya hak internasional atas peraitan Indonesia, serta upaya penegakan hukum pada
kasus pencemaran lingkungan laut.

IV. - Simpulan dan Saran
5 Simpulan

Upaya yang dapat dilakukan adalah menetapkan beberapa kawasan lindung untuk
melestarikan, karena dengan kawasan lindung akan lebih mudah memantaunya. Kegiatan-kegiatan
yang dilakukan, antara lain: 1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat dan
pentingnya fungsi laut, dan dampak buruk yang akan terjadi bila laut tidak dijaga dengan baik; 2.
Mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memelihara lingkungan laut, karena
bagaimanapun menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat (dalam
arti: nelayan, penegak hukum, tokoh masyarakat, masyarakat); 3. Membudidayakan terumbu
karang dan rumput laut, tidak menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, tidak
membuang sampah rumah tangga/limbah secara langsung ke laut, menjadikan wilayah laut
sebagai tempat wisata. 4. Melarang penggunaan bahan peledak mematikan dalam menangkap tkan
karena akan mematikan ikan sampai yang terkecil (termasuk telur-telur ikan) bahkan dapat
merusak terumbu karang. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar biota atau ekosistem laut
Indonesia dapat tetjaga.
2, Saran

Menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam kawasan ASEAN dan
permasalahan di antara negara-negara ASEAN, maka sudah saatnya Indonesia menentukan marine
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protection area minimal sampai batas laut wilayah dan melakukan harmonisasi hukum dengan
ketentuan yang dikélulgrkan oleh ASEAN Maritim Forumntuk melindungi wilayah perairan

Indonesia.
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